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Abstract: Mental health is one of the important components to get health as a 
whole. Mental health is included in one indicator of Minimum Service Standards 
(SPM) and in the Healthy Family Indicator (IKS) PIS-PK which both focus on 
severe ODGJ. The Annual Life Report of the Semarang City Health Office shows 
an increase in the number of cases of severe mental disorders (Schizophrenia) in 
the Semarang City Health Center each year. In 2017 the city of Semarang has 
reached the target of 100% SPM in health services for severe ODGJ. But based 
on data from the Social Service of Central Java Province in Semarang in 
Semarang, there were 325 persons with mental disabilities (psychotic) and 67 
children with mental disabilities (psychotic) who were reported by the community 
and had not received health services. This study aims to describe the 
implementation of PIS-PK for people with severe mental disorders in the 
Semarang City Health Center, especially in cases of schizophrenia in 
Kedungmundu Health Center with a system theory approach. This qualitative 
study uses in-depth interview methods. The results showed that the PIS-PK 
helped in the ODGJ data collection especially in cases of schizophrenia. The 
ODGJ program was helped by the PIS-PK, because there was no specific 
program intended for ODGJ. But further interventions for ODGJ have not been 
implemented in PIS-PK activities. Further interventions will only be carried out on 
the 3 most problems that arise in the community and ODGJ Severe 
(Schizophrenia) problems are not included in that. Further interventions can be 
carried out by crossing collaboration programs between PIS-PK and ODGJ 
programs, so that IKS and SPM can be achieved simultaneously. In addition, 
there is no synchronization between SPM report data and ODGJ data on PIS-PK. 
So that the data is not yet able to show the case in real terms. Even though 
ODGJ data in PIS-PK, can be a reference in taking intervention in the community. 
Furthermore, the ODGJ case finding can be helped by maximizing the SRQ 29 
form early detection. 
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PENDAHULUAN 
Kesehatan jiwa merupakan 

salah satu komponen penting untuk 
mendapatkan kesehatan secara 
utuh. Kesehatan jiwa masuk dalam 
salah satu indikator Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) serta 

dalam Indikator Keluarga Sehat 
(IKS) PIS-PK yang keduanya 
berfokus pada ODGJ berat. Data 
pelayanan kesehatan jiwa untuk 
ODGJ Berat dengan kasus 
Skizofrenia di Puskesmas Kota 
Semarang dari tahun 2015 hingga 
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tahun 2017 mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Data pelayanan 
kesehatan jiwa dengan gangguan 
jiwa berat (kasus Skizofrenia) 
tertinggi dalam periode Januari-Juni 
tahun 2018 berada di Puskesmas 
Kedungmundu dengan total 43 
kasus. Laporan Jiwa Tahunan Dinas 
Kesehatan Kota Semarang 

menunjukkan adanya peningkatan 
jumlah kasus gangguan jiwa berat 
(Skizofrenia) di Puskesmas Kota 
Semarang setiap tahunnya. Pada 
tahun 2017 Kota Semarang sudah 
mencapai target 100% SPM pada 
pelayanan kesehatan bagi ODGJ 
berat. Namun berdasarkan data 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
pada tahun 2017 di Kota Semarang 
terdapat sekitar 325 penyandang 
disabilitas mental (psikotik) dan 67 
anak dengan disabilitas mental 
(psikotik) yang dilaporkan 
masyarakat dan belum 
mendapatkan pelayanan kesehatan.  

Pelayanan Kesehatan Jiwa bagi 
ODGJ berat saat ini masih perlu 
diteliti karena dilihat dari data yang 
ditemukan menunjukkan bahwa 
adanya peningkatan jumlah kasus 
gangguan jiwa berat (Skizofrenia) di 
puskesmas dan masih 
ditemukannya sejumlah ODGJ Berat 
yang belum mendapatkan pelayanan 
kesehatan. Dan , mengingat 
penelitian ini belum pernah 
dilakukan sebelumnya terutama di 
wilayah kerja Puskesmas tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan pelaksanaan PIS-
PK bagi orang dengan gangguan 
jiwa berat di Puskesmas Kota 
Semarang, khususnya pada kasus 
skizofrenia di Puskesmas 
Kedungmundu dengan pendekatan 
teori sistem. Penelitian kualitatif ini 
menggunakan metode wawancara 
mendalam (in-depth interview) 
kepada pemegang program ODGJ 
dan Koordinator PIS-PK Pskesmas 

Kedungmundu sebagai informan 
utama. Sedangkan informan 
triangulasi dalam penelitian ini 
melibatkan pelaksana PIS-PK di 
Dinas Kesehatan Kota Semarang, 
kader kesehatan di wilayah kerja 
Puskesmas Kedungmundu, serta 
keluarga ODGJ. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Variabel Forum Komunikasi 

Internal 
Aspek forum komunikasi internal 

adalah aspek yang meliputi adanya 
komunikasi di puskesmas dalam 
pelaksanaan PIS-PK. Dalam hal ini 
aspek komunikasi internal 
menandakan adanya interaksi 
maupun koordinasi antar petugas 
PIS-PK, komunikasi dengan 
koordinator PIS-PK, kepala 
puskesmas, maupun petugas 
puskesmas yang terkait.  

Aspek forum komunikasi internal 
dalam pelaksanaan PIS-PK selama 
ini terjadi dalam kegiatan lokakarya 
mini (lokmin) yang dilaksanakan 
puskesmas digunakan sebagai alat 
sosialisasi internal puskesmas untuk 
membahas PIS-PK. Pada tahap 
kegiatan pendataan PIS-PK terdapat 
rapat koordinasi rutin internal tim 
PIS-PK untuk briefing sebelum turun 
lapangan, monitoring ditengah-
tengah pelaksanaan, dan setelah 
selesai diadakan kegiatan evaluasi 
bersama untuk membahas kendala 
dan hasil di lapangan. 

Pada tahapan pembuatan 
pangkalan data, adanya komunikasi 
internal yang terjadi yaitu koordinasi 
antara koordinator PIS-PK dengan 
petugas enumerator PIS-PK di 
Puskesmas Kedungmundu. 
Koordinasi digunakan untuk 
membantu petugas enumerator agar 
mudah dalam hal menginput data di 
aplikasi PIS-PK nasional. Dari 
koordinasi ini ditemukan bahwa 
adanya hambatan dalam pengisian 
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aplikasi yaitu eror dan lemot. 
Sehingga koordinator Puskesmas 
Kedungmundu dapat mengambil 
tindakan untuk memulihkan lagi 
dengan cara berkoordinasi dengan 
para koordinator puskesmas lainnya 
dan melaporkan hal ini kepada DKK. 

Diketahui bahwa rencana 
intervensi lanjutan akan 
dilaksanakan pada 3 masalah besar 
yang terjadi di wilayah kerja 
Puskesmas Kedungmundu, hal ini 
diputuskan karena dengan 
memprioritaskan masalah akan 
mempermudah tim PIS-PK dalam 
menangani IKS yang rendah, 
sehingga IKS akan tercapai dengan 
baik. Namun masalah ODGJ belum 
menjadi 3 masalah besar yang ada, 
hal ini dapat menjadi peluang untuk 
lintas program dapat melaksanakan 
intervensi bagi ODGJ. Belum 
adanya sinkronisasi data dengan 
data ODGJ di program lainnya. 
Belum ada keterlibatan lintas 
program dalam menganalisis 
masalah dan solusinya. Dalam 
lokmin rutin puskesmas, belum 
adanya pembahasan rencana 
khusus agar intervensi lanjutan 
ODGJ di PIS-PK dapat dibantu 
dengan adanya lintas program. 
Ditemukan pula kendala dalam 
melaksanakan intervensi adalah 
adanya pergantian kepala 
puskesmas di tengah proses 
pelaksanaan PIS-PK. Sehingga saat 
peneliti ingin menggali informasi, 
kepala puskesmas mengaku belum 
paham dan belum fokus akan 
kondisi permasalahan ODGJ di 
Puskesmas dan belum ada tindakan 
khusus yang dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan ODGJ 
di wilayahnya, namun melihat 
tingginya kasus ODGJ di wilayah 
kerjanya, kepala puskesmas sepakat 
bahwa hal ini harus ditindaklanjuti 
agar ODGJ dapat dilayani dengan 
baik. Kepala Puskesmas memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan 
PIS-PK. Kepala Puskesmas adalah 
penanggung jawab pelaksanaan 
pendekatan keluarga di Puskesmas. 

Pada tahap penyuluhan 
kesehatan dengan kunjungan rumah 
belum dilaksanakan maksimal dalam 
PIS-PK, kunjungan rumah baru 
dilakukan pada saat awal pendataan 
PIS-PK, namun belum ada 
penyuluhan kesehatan dengan 
kunjungan rumah. Penyuluhan 
kesehatan pada ODGJ dilakukan 
puskesmas pada saat perkesmas 
oleh pemegang program ODGJ. 
Pendekatan keluarga dalam PIS-PK 
merupakan pengembangan dari 
kunjungan rumah oleh Puskesmas 
dan perluasan dari upaya Perawatan 
Kesehatan Masyarakat 
(Perkesmas). Sasaran penyuluhan 
baru kepada kader kesehatan di 
wilayah yang dikunjungi dan belum 
langsung disasarkan kepada ODGJ 
maupun keluarganya. Pada tahapan 
ini pergerakannya belum sesuai 
dengan data yang ada. Penyuluhan 
kesehatan akan dilaksanakan oleh 
pemegang program ODGJ apabila 
diminta oleh kader kesehatannya. 

 
2. Variabel Forum Komunikasi 

Eksternal 
Aspek forum komunikasi 

eksternal adalah aspek yang 
meliputi adanya komunikasi lintas 
sektor di luar puskesmas dalam 
pelaksanaan PIS-PK. Dalam hal ini 
aspek komunikasi eksternal 
menandakan adanya interaksi 
antara puskesmas dengan pihak-
pihak diluar puskesmas yang terkait 
agar terjalinnya dukungan dalam 
keberjalanan PIS-PK. 

Pada tahapan pendataan sudah 
adanya komunikasi eksternal yang 
diwujudkan dengan koordinasi 
antara Puskesmas dengan 
kelurahan setempat. Koordinasi 
yang terjalin membuat adanya 
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penyebaran informasi maupun 
pemberian izin dari kelurahan 
setempat, sehingga warga dapat 
mempercayai petugas PIS-PK yang 
mendatangi rumahnya untuk 
mendata dan mengetahui bahwa 
kegiatannya legal dan dapat 
dipercaya. Dalam hal ini bisa 
dikatakan bahwa kordinasi antara 
puskesmas dan kelurahan termasuk 
dalam sosialisasi eksternal 

Keberhasilan PIS-PK juga sangat 
ditentukan oleh peran dan tanggung 
jawab dari lintas sektor terkait. 
Belum ada intervensi PIS-PK yang 
meminta bantuan pihak eksternal 
atau lintas sektor. Koordinasi lintas 
sektor untuk penanganan ODGJ 
belum optimal. Salah satunya adalah 
koordinasi dengan Dinas Sosial. 
Dinas Sosial memiliki 
tanggungjawab dalam menangani 
penyandang disabilitas mental 
(psikotik) atau gangguan jiwa. belum 
berkordinasi terkait permasalahan 
ODGJ. Seharusnya data ODGJ yang 
belum terlayani kesehatannya bisa 
dilaporkan Dinas Sosial kepada 
Dinas Kesehatan, sehingga dapat 
terjadi koordinasi lintas sektor untuk 
dapat menangani permasalahan 
ODGJ di masyarakat. Ada sebuah 
wacana bahwa adanya tim 
kesehatan jiwa yang melibatkan 
Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, 
maka akan lebih baik apabila tim ini 
pun mulai diaktifkan kembali agar 
mempermudah koordinasi lintas 
sektor. Selain itu, salah satu pihak 
eksternal yang sudah membantu 
dalam penanggulangan masalah 
ODGJ adalah RSJD Amino yang 
sudah membuat kegiatan pertemuan 
dan pelatihan caregiver yang 
dipromotori oleh RSJD Amino dan 
Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
Kegiatan ini melibatkan puskesmas 
dan kader kesehatan se-Kota 
Semarang, dan bertujuan untuk 
dapat memberdayakan kader 

kesehatan dalam lingkup kesehatan 
jiwa di masyarakat. Dari kegiatan 
inilah diberikan pula SRQ 29 
sebagai instrumen yang dapat 
membantu puskesmas dalam 
mendeteksi dini ODGJ. 

 
3. Variabel Keterlibatan 

Masyarakat 
Aspek keterlibatan masyarakat 

adalah aspek dukungan masyarakat 
dan keluarga ODGJ dalam 
pelaksanaan PIS-PK bagi ODGJ 
Berat di Puskesmas Kota Semarang. 

Masyarakat dalam hal ini baik 
kader maupun tetangga membantu 
dalam pelaporan ODGJ. Keluarga 
sudah mendukung dan tidak 
menghalangi untuk pendataan yang 
dilaksanakan oleh puskesmas. 
Namun ada beberapa kasus yang 
mengenai petugas saat 
melaksanakan pendataan ke rumah 
warga. Adapun beberapa kasus 
ODGJ yang ditutupi oleh keluarga, 
salah satunya untuk menghindari 
konflik dengan tetangga namun hal 
ini tidak bisa dipastikan oleh 
pemegang program ODGJ, karena 
mungkin saja yang terduga bukan 
mengidap gangguan jiwa. Agar tidak 
adanya stigma negatif terhadap 
ODGJ, keluarga perlu diberikan 
pemahaman. Walaupun adanya 
keluarga yang menutupi dan tidak 
melaporkan kepada kader 
kesehatan di wilayahnya, ODGJ 
yang belum terdata dapat ditemukan 
dengan bantuan PIS-PK. Dukungan 
masyarakat dalam pelaksanaan PIS-
PK tergantung pada tingkat ekonomi 
di kelurahan tersebut, apabila 
ekonomi menengah kebawah warga 
welcome, namun apabila ekonomi 
menengah keatas sedikit lebih sulit 
karena sulit ditemui, susah 
menerima petugas yang datang ke 
rumah, dan banyak mengajukan 
complain apabila ada hal-hal yang 
dirasa kurang berkenan. Terkadang 
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complain yang diajukan biasanya 
langsung dilaporkan kepada kepala 
puskesmas maupun DKK. Karena 
beberapa warga merupakan petugas 
kesehatan ataupun pejabat daerah.  

Dalam melakukan pengobatan, 
keluarga ODGJ sudah kooperatif, 
dilihat dari keluarga mau 
bekerjasama dengan puskesmas 
dalam mengikuti prosedur meminta 
rujukan dan keluarga sudah 
mendukung ODGJ dengan 
mengantar berobat ke Rumah Sakit 
Jiwa (RSJ). Namun sesungguhnya 
peran keluarga lebih besar daripada 
mengantar berobat saja. Dalam 
kegiatan intervensi PIS-PK belum 
mengandalkan peran masyarakat 
dan keluarga secara optimal.  
Kegiatan intervensi masih 
mengandalkan intervensi awal saat 
ditemukan kasus oleh petugas PIS 
PK. Padahal PIS-PK utamanya 
adalah pendekatan keluarga 
sehingga sudah seharusnya 
mengedepankan peran keluarga dan 
masyarakat dalam melaksanakan 
intervensinya. 

Selain itu, dalam tahap 
pendataan keluarga ditemukan pula 
salah satu kader menyatakan bahwa 
adanya dugaan kepada salah satu 
warga, bahwa warga tersebut 
menderita gangguan jiwa, namun 
kader belum paham apakah orang 
tersebut harus dilaporkan atau tidak. 
Karena itulah kader harus sudah 
terlatih dan harus adanya indikator 
atau instrumen yang jelas untuk 
menentukan kasus ODGJ. 

Kader memiliki peran yang 
sangat penting di masyarakat, kader 
sangat berpengaruh dalam 
mendekati dan menemukan 
permasalahan kesehatan di 
masyarakat. Dari hasil penelitian, 
peran kader kesehatan di wilayah 
kerja Puskesmas Kedungmundu 
baru berperan dalam hal pendataan 
ODGJ di wilayahnya. Kader 

kesehatan dalam penanganan 
ODGJ seharusnya dapat 
diberdayakan lebih daripada hanya 
membantu pendataan. Namun kader 
yang dapat diberdayakan minimal 
harus mendapatkan pelatihan, 
sesuai dengan SPM bahwa salah 
satu SDM dalam kesehatan jiwa 
diantaranya adalah kader yang 
dilatih nakes. Diketahui bahwa kader 
kesehatan di wilayah Puskesmas 
Kedungmundu belum diberikan 
pelatihan dalam menangani ODGJ, 
sebagian dari kader baru sebatas 
diberikan pengetahuan terkait materi 
yang bersangkutan dengan 
gangguan jiwa. Seharusnya kader 
kesehatan diberikan pelatihan 
khusus agar kader dapat 
melaksanakan fungsinya dengan 
baik, sesuai dengan pendapat Lewin 
et al (2005) bahwa setiap kader 
kesehatan yang melaksanakan 
fungsinya yang berkaitan dengan 
pemberian layanan kesehatan harus 
dilatih beberapa tindakan pelayanan. 

 
4. Variabel Instrumen 

Aspek instrumen adalah alat 
dan/atau sarana prasarana yang 
digunakan dalam melaksanakan 
PIS-PK bagi ODGJ Berat di 
Puskesmas Kota Semarang. 

Aspek instrumen untuk 
mendukung pelaksanaan PIS-PK di 
Puskesmas Kedungmundu pada 
tahap pendataan yang tersedia 
diantaranya adalah prokesga (profil 
kesehatan keluarga), pinkesga 
(paket informasi kesehatan 
keluarga) yang berisi leaflet sesuai 
dengan 12 indikator PIS-PK untuk 
intervensi awal, stiker penanda 
rumah sudah dikunjungi, co-card 
untuk enumerator PIS-PK, ATK, 
tensi untuk memeriksa tekanan 
darah setiap anggota keluarga serta 
form intervensi sebagai bukti sudah 
melaksanakan intervensi awal. 
Selain itu ditambah dengan video 
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layanan masyarakat sebagai materi 
KIE di masyarakat saat 
melaksanakan intervensi awal PIS-
PK. Hal ini sudah sesuai dengan 
standar sarana prasarana PIS-PK, 
karena PIS-PK minimal memiliki 
prokesga dan pinkesga. 

Selain itu, terkait pendataan 
ODGJ di Puskesmas, data yang ada 
di pemegang program ODGJ adalah 
data pasien ODGJ rujukan, 
sedangkan data ODGJ yang 
dihasilkan kader masih dalam tahap 
pengumpulan dan rekapitulasi. 
Pendataan yang dilakukan kader 
menggunakan format sederhana 
yang hanya menyebutkan gejala-
gejala sederhana yang diketahui 
kader, yang selanjutnya akan 
diklasifikasikan oleh pemegang 
program ODGJ. Untuk data PIS-PK 
masih menunggu pendataan 
seluruhnya, baru setelah itu data 
ODGJ akan diberikan kepada 
pemegang program. Adanya 
beberapa cara dalam mendapatkan 
data ODGJ di masyarakat akan 
membuat hasil yang berbeda, maka 
dari itu dibutuhkan Indikator serta 
metode yang jelas. Salah satu solusi 
yang dapat membantu kejelasan 
dalam mendeteksi ODGJ pada 
tahap pendataan ODGJ adalah 
dengan menggunakan formulir SRQ 
29 (Self-Reporting Questionnaire 
29). 

Selain itu, dibutuhkan sinkronisasi 
data agar adanya keselarasan data 
ODGJ di Puskesmas. Namun belum 
ada sinkronisasi antara data laporan 
PIS-PK dengan data ODGJ di PIS-
PK. Hasil analisis peneliti dengan 
cara membandingkan dua data 
ODGJ yang bersumber dari laporan 
kader yang sesuai SPM dengan 
hasil pendataan ODGJ di PIS-PK 
adalah bahwa hasil sinkronisasi data 
menunjukkan sebuah kecocokan 
data. Sehingga ditemukan bahwa 
data yang serasi/matching hanya 

satu data atas inisial AMN yang 
berasal dari RT 9 RW 11 Kelurahan 
Tandang. 

Apabila data yang ada bisa 
selaras, maka dapat terlihat 
bagaimana gambaran kasus ODGJ 
di wilayah kerja Puskesmas 
Kedungmundu. Sehingga saat 
ditemukan kasus ODGJ yang 
ditelantarkan atau belum diobati, 
dapat direkomendasikan untuk 
memeriksakan diri ke Puskesmas 
yang selanjutnya dapat dirujuk ke 
RSJ. Sinkronisasi hasil laporan 
antara data di laporan kesehatan 
jiwa (data rujukan) dengan data 
ODGJ dalam PIS-PK dapat 
digunakan sebagai referensi 
ataupun sumber rujukan pemegang 
program ODGJ dalam mengambil 
tindakan. Data yang ada dapat 
dijadikan sasaran puskesmas dalam 
melayani ODGJ di wilayahnya. 
Sehingga pelayanan yang diberikan 
tepat sasaran dan sesuai aturan 
yang ada. 

Dalam melaksanakan penyuluhan 
kesehatan melalui kunjungan rumah, 
instrumen yang digunakan baru 
memanfaatkan pinkesga dan materi 
penyuluhan. Belum adanya media 
KIE khusus terkait ODGJ yang 
dipasang di Puskesmas. 
Seharusnya ada media KIE yang 
membantu petugas puskesmas 
dalam melaksanakan penyuluhan 
pada ODGJ, keluarganya, dan 
masyarakat. 

 
KESIMPULAN 
Pelaksanaan PIS-PK bagi ODGJ 
Berat di Puskesmas Kedungmundu 
belum berjalan optimal dan efektif. 
Dari 4 aspek pada tahap kegiatan 
PIS-PK yang dianalisis ditemukan 
bahwa adanya beberapa masalah 
dalam tahap pendataan yang 
menyebabkan intervensi belum tepat 
sasaran sehingga hasilnya ODGJ 
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Berat belum dilayani dengan 
maksimal.  

Aspek forum komunikasi internal 
dalam pelaksanaan PIS-PK terjadi 
dalam kegiatan lokakarya mini 
(lokmin). Rapat koordinasi rutin 
internal tim PIS-PK untuk briefing 
sebelum turun lapangan, monitoring 
ditengah-tengah pelaksanaan, dan 
setelah selesai diadakan kegiatan 
evaluasi bersama untuk membahas 
kendala dan hasil di lapangan. 
Belum adanya pembahasan rencana 
khusus agar intervensi lanjutan 
ODGJ di PIS-PK dapat dibantu 
dengan adanya lintas program. 

Aspek forum komunikasi 
eksternal yang diwujudkan dengan 
koordinasi antara Puskesmas 
dengan kelurahan setempat. 
Koordinasi lintas sector dalam 
pelaksanaan PIS-PK sudah 
dilakukan oleh DKK dengan 
Puskesmas, Walikota dan pihak 
lainnya yang berkaitan. Namun 
koordinasi lintas sektor untuk 
penanganan ODGJ belum optimal, 
salah satunya koordinasi dengan 
Dinas Sosial. 

Instrumen yang menunjang PIS-
PK utamanya adalah prokesga dan 
pinkesga. Media KIE tentang ODGJ 
baru sebatas mengandalkan leaflet 
dari pinkesga untuk digunakan saat 
intervensi awal PIS-PK. Belum 
adanya media KIE khusus terkait 
ODGJ yang dipasang di Puskesmas. 
Selain itu dalam menunjang program 
ODGJ, terdapat form deteksi dini 
ODGJ yang bernama SRQ 29.  

Keluarga sudah mendukung 
program ODGJ dan tidak 
menghalangi untuk pendataan PIS-
PK. Walaupun adanya keluarga 
yang menutupi dan tidak melaporkan 
kepada kader kesehatan di 
wilayahnya, ODGJ yang belum 
terdata dapat ditemukan dengan 
bantuan PIS-PK. Dalam kegiatan 
intervensi PIS-PK belum 

mengandalkan peran masyarakat 
dan keluarga secara optimal. 
 
SARAN 

Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan, peneliti memberikan 
saran-saran untuk perbaikan 
pelaksanaan posyandu lansia yaitu : 
1. Bagi Dinas Kesehatan 

a. Meningkatkan koordinasi 
dengan puskesmas terkait 
keberjalanan intervensi 
lanjutan PIS-PK 

b. Melengkapi dan memfasilitasi 
sarana prasarana berupa 
media KIE dan buku kerja 
sederhana untuk mendukung 
program ODGJ sesuai 
dengan SPM. 

c. Menyusun perencanaan 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan PIS-PK dan SPM 
sehingga lebih 
mengutamakan pelayanan 
preventif promotif 
Puskesmas, termasuk dalam 
penanganan ODGJ 

d. Memaksimalkan dukungan 
dan koordinasi lintas sektor 
sehingga PIS-PK maupun 
program ODGJ dapat 
berjalan dengan baik, salah 
satunya dengan 
merevitalisasi Tim Kesehatan 
Jiwa dengan Dinas Sosial 

 
2. Bagi Puskesmas 

Kedungmundu 
a. Memaksimalkan peran kader 

dalam pendataan dan 
penanganan ODGJ sebagai 
caregiver 

b. Mengedukasi kader 
kesehatan dengan 
memberikan materi atau 
pelatihan yang mampu 
memberikan gambaran 
konkrit kader dalam 
mendeteksi ataupun 
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menghadapi ODGJ oleh 
tenaga kesehatan 

c. Melengkapi sarana 
prasarana berupa media KIE 
yang dapat dibagikan ke 
masyarakat dan media KIE 
yang terpasang di 
Puskesmas, serta buku kerja 
sederhana untuk mendukung 
program ODGJ sesuai 
dengan SPM. 

d. Memaksimalkan kegunaan 
form SRQ 29 untuk 
mendeteksi dini ODGJ pada 
saat penjaringan di 
masyarakat 

e. Menyusun perencanaan 
yang disesuaikan dengan 
kebutuhan PIS-PK dan SPM 
sehingga lebih 
mengutamakan pelayanan 
preventif promotif 
Puskesmas, termasuk dalam 
penanganan ODGJ 

f. Melakukan sinkronisasi data 
hasil laporan antara data 
ODGJ dalam PIS-PK dengan 
data ODGJ di Puskesmas 
sesuai SPM 

g. Mengintegrasikan PIS-PK 
dengan program-program 
kesehatan di puskesmas, 
salah satunya intervensi 
lanjutan ODGJ dapat 
dilaksanakan oleh pemegang 
program ODGJ di 
Puskesmas 

h. Melaksanakan penyuluhan 
kepada keluarga ODGJ 
ataupun masyarakat sekitar 
agar tidak berkembangnya 
stigma negatif yang mampu 
menyudutkan atau bahkan 
menjadi faktor kekambuhan 
ODGJ 

i. Memaksimalkan peran 
keluarga dalam penanganan 
ODGJ 

 
3. Bagi Peneliti Lain 

a. Penelitian ini dapat dijadikan 
referensi untuk penelitian 
selanjutnya yang membahas 
topik ODGJ Berat maupun 
PIS-PK.  

a. Penelitian dapat dikaji lebih 
lanjut untuk melihat variabel 
atau faktor lainnya di 
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